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SIGMA SERTIFIKASI OPERATO*

I. LATARBELAKANG

1.1. Undang-undang Nomor 13 Tehurt 2003, pasal 18 ayat 1 menyebutkan bdhwa tenaga keria befiak memperoleh

pengakuan kompetensi kefla melalui sertifikasi kompetensi kerja.

1.7. Peraturan Pemerintah Repubtit< lndonesia Nomor 3t Tahun 2006, pasat t4 ayat 1 menegaskan bahwa peserta

pelatihan yang telah menyelesaikan program latihan berfiak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat

kompetensike{a.

1.3. Peraturan Menteri Tenaga Ke[a dan Transmigrasi ( Permenakerhans ) Republik lndonesia Nomor

PER.09/lr,lENIftl/2010, pasat 22 ayat I hurut e, menegaskan bahwa seffikat kompetensl menjadi safah satu

persyaratan bagi operator yang mengoperasikan pesawat angkat dan angkut, untuk memperoleh lisensi

Kesetamatan dan Kesehetan Kerja ( K3 } dan buku kerja.

1.4. Peraturan Menteri Tenaga Keda dan Transmigrasi ( Permenakerhans ) Republik lndonesia Nomor

PER.0gllrENfltlE0t0; pasal 22 Pasat {t menyebutkan bahwa satah satu pesawat angkutan di atas fandasan

dan di atas permukaan adalah traktor.

f .5. SertTrkat kompetensi dapat menjawab funtuhn persyaratan kompetensi 6an piincipaldan tuntutan persyaratan

kompetensi dalam regulasi teknis pada beberapa sektorflapangan usaha, untuk menunjang produktifitas yang

baik.

2. RUANG LINGKUP SKETIIASERTIFIKASI

2.1. Alat beratTraktor 4 roda.

2.2. lndustri Mesin Pertanian dan Kehutanan.

2.3. Pertanian.

2.4. Kehutanan.

2.5. Pendidikan dan Pelatihan Trahor 4 Roda.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.{. Memastikan kompefensi jabakn keda operator alatberattraKor4 roda.

9.2. Memelihara kompetensi jabaEn kerja operafor atat berat flrafdor 4 firda.

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-Undang Repubfk fndonesia Nomor {3 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.3. Penaturan Menteri Tenaga KerJa dan Tnansmigmsi Nomor PER09/|![ENMt/2010, tentang Operator dan Petugas

Pesawat Angkat dan Angkut.

4.4. Penaturan Badan Nasionaf Sertifikasi Protesi (BNSP) Nomor 4BNSPI/1I2014, tentang Pedoman

Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

4.5. Kepufusan Menteri KetenagakerJaan Repubfik fndonesia Nomor 217 Tahun 2016, tentang Penetapan Standar

Kompetensi Kerja.Nasional lndonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian

Tanaman, Petemakan, Perturuan dan Kegiatan yang befiubungan dengan itu (ybdD Bidang Alat dan Mesin

Pertanian.

4.6. ProsedurTetap LSP ABf NomorPT{01/I-SPABIE012/00, tentang pefaksanaan sertifikasi.

E
-e;



SKEMA 5ERTIFIKASI OPERATO*

5. KEIIIASA}.I, PAKET KOTIiPETENSI

5.1. Jenfs Kemasan : XXI{IIOKUFASII{AS{O${ALIKLASTER

5.2. Rincian Unit Kompetensiatau Uraian Tugas

,ffaster r Pengoperasian Afat Berat Traktor 4 Roda

NO KODE UMT JT'I}UL U}IIT

0, A.01T4N00.001.01 Melakukan kffiiunikasi efektif

a2 A.01TAN00.002.0f Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Keia (K3)

03 A.01TAN00.007.01 Mengoperasikan traKor roda 4 unfuk pengolahan tanah

6, PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Minimaf pendidikan SLTA, dan

6.2. Memiliki sertifikat pelatihan untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema sertifikasi ini, dan memiliki

pengalaman minimal250 jam operasietektif pada pekerfaan sesuai skema sertifikasi ini.

6.3. Khusus untuk yang berpendidikan SLTP, pemohon harus berusia minimal 23 tahun, dan harus memiliki

pengalaman 1000 jam operasieteKltpada pekerJaan sesuai skema sertifikasiilti.

6.4. Khusus untuk yang berpendidikan SD, pemohon harus berusia minimal 23 tahun, dan harus memiliki

pengelaman 2000 jam operasi efektif pada pekerJaan sesuai skema sertitkasi ini.

7. HAK PEMOHON SERTTFIKASI DAN KEWA.IIBAN PEMEGAI{G SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses sefffikasi.

7.1.?. Mendapatkan perfakukan berdasarkan kepertuan khusus seperti bahasa danlatau ketidakmampuan

( disabilitas ) lainnya.

7.1.3. Mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimitkinya, berupa serlifikat kompetensi.

7.1.4. Mendapatkan umpan bafik aEs kineda yang ditunjukkannya.

7.2. Kewaliban Pemegang Sertifikat

7 .2.1 . Mefaksanakan keprotesian openator alat berat dengan tetap menjaga kode efik profesi.

7.2.2. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP ABI minimal satu tahun sekali.

7.2.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat, logo, dan penanda LSP ABI yang dapat mencemarkan atau

melakukan tindakan yang dianggap oleh LSP ABI dapat menyesatkan atau tidak dapat

dipertanggun gfawabka n.

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1. Biaya serlifikasiadefah Rp. 3.700.m0,00 per peserta. /
8.2. Biaya sertifikasi tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai

dengan kondisi dan mode transportasi petaksanaan asesmen.

8.3. Biaya ini belum termasuk pajak yang berlaku.

$.4. Standar biaya seilifkasi mencakup biaya asesmen, sunreitan den administrasi.

8.5. Biaya inidapat berubah sewaktu-waktu.
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SKEMA SERTIFIT(ASI OPERATOR

9. PROSES SERTIFIKASI

$.1. Percyaratan PendafraraR

9.1.1. Pemohon memahami prcses asesmen unfuk skema sertifikasi ini yang mencakup persyaratan dan

ruang fingkup sertifikasi, penjelasan proses penifaian, hek pemohon, biaya seffikasi dan kewajiban

pemegang sertifikat.

9.1.2. Pemohon mengajukar peimohonan kepada LSP ABt dengan mengisi Formutir Aplikasi Pemohonan

Sertifikasi ( Form APL{1 ) dan melampirinya dengan fotocopy iiazah pendidikan terakhir, curiculum

vffae, pas foto ( 3x4 dan 2x3 masing-masing 2lembar, backgoundtahun lahirganjitwama merah, tahun

lahir genap wama biru ), fotocopy Kl'P, dan surat keterangan kerja atau pengalaman kerja dari atasan.

9.1.3. Pemohon mengisi FonnulirAplikasiAsesmen Mandiri ( Form APL-02 ) dan menyampaikan kepada LSP

ABI dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang relevan terhadap setiap unit kompetensi pada skema

sertifikasi ini.

9.1.4. Membayar biaya sertifikasi.

9.1.5. Pemohon menyaEkan setuju untuk memeRuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi

yang diperlukan uniuk penilaian.

9.1.6. L$PABt memverifikasi kefengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. LSP ABf mengkaji utang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:

9.2.1.1. LSP ABI mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang

diajukan.

9.2.1.2. LSP ABI menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan

yang tepat dapat mengakomodasikan f<eperluan khusus pemohon seperti bahasa danlaku

ketidakmampuan ( disabilitas ) lainnya.

9.2.2. Pnoses asesmen direncanakan dan disusuR sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua

persyaratan skema diverifikasi secara objekiif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga

memadai untuk menegaskan komp€tensi pemohon.

9.2.3. Metoda asesmen dan alat asesmen ( assessment tools ) yang dipilih diinterpretasikan untuk

mengkonfimasikan buktiyang akan dikumpulkan dan bagaimana buktitersebutakan dikumpulkan.

9.2.4. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan

pemohon ( pra asesmen ).

9.2.5. Prinsipprinsip asesmen dan aturan-aturan buKi diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon

untuk mengumpulkan bukti yang berkuatitas.

9.2.6. Bukti yang dikumpulkan sebagai lampiran dari asesmen mandiri ( Form APL-02 ) diperiksa dan

dievaluasi untuk memastkan bahwa but<ti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan unluk

memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.

9.2.7. Hasit proses asesmen yang telah memenuhi atunan bukti direkomendasikan Kompefen dan yeng befum

memenuhl atunan bukti direkomendasiken untuk mengikuti proses fanjut ke proses uji kompetensi.
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SKEMA SERTIFIKASI OPERATO*

9.3. Proses Uji Kompetensl

9.3.1. Asesor yang ditugaskan LSP ABl, melakukan uji kompetensi untuk menilai kompetensi secar:a pmKek,

tertulis, lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan/atau verifikasi pihak ketiga, berdasarkan skema

sertifikasi ini.

9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi ini, diveriftkasi atau

dikafibrasi secara tepat.

9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan buhi diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon

untuk mengumpukan bukti yang berkualitas.

9.3.4. Bukti yang dikumpulkan dari praktek, tertulis, lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan/atau verifikasi

pihak ketiga, dipeiiksa dan dievatuasi uRtuk memastik'an bahwa bukti fersebut menceminkan bukti yang

diperlukan unfu k memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.

9.3.5. Hasif proeses ufi kompetensi yang telah memenuhi aturan bukfi direkomendasikan Kompeten" dan yang

belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan tsefum Kompeten'.

9.4. KeputusanSertifikasi

9.4.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oteh LSP ABf herus berdasarkan intomasi yang dikumpulkan

selama proses sertifikasi.

9.4.2. Personef yang membuat keputusan sedinkasitidaf<boleh berperan serta dalam petaksanaan asesmen.

9.4.3. LSP ABI memberikan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang dinyafakan kompeten.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP ABt menerapkan prosedur pembef<uan dan pencabufan sertifikafbagi pemohon yang:

9.5.1. Tidak memenuhi ketentuan skema sedfikasi.

9.5.2. Menggunakan sertifikaf diluar untuk ruang lingkup yang dibaikan.

9.5.3. Menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP ABl.

9.5.4. Memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP ABf dianggap dapat

menyesatkan atau ttdak sah.

9.6. Pemeliharaansertifikasi

9.6.1. Surveilan dilaksanakan untuk memastikan ferpetiharanya kompetensi kerja pemegang sert'fikat

kompetensi.

9.6.2. $urveitan ditaksanaken minimal sekali dafam satu tahun setelah diterbitkannya serlifikatkompetensi.

9.6.3. Surveilan dilaksanakan dengan metoda analisa logbook, konfirmasidad atasan langsung atau pihak ke-

3, kunjungan ke tempat keria maupun metoda fain yang memungkinkan untuk memasfrkan

keterpeliharaan kompefensi kerja pemegang serlifikat kompetensi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSPABT menetapkan persyemtan sertillkasi ulang bagi pemegang sertffikatyang:

9.7.1. Tidak berkinefia sesuai skema sertifikasi yang dimiliki berdasarkan umpan balik pelanggan dan/atau

pihak [ain, atau
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9.7-2. Tidak berkinerja sesuaiskema sertifikasiberdasarkan dah hasilsurveilan, atau

9.7.3. Akan/tefah habis masa ber{aku serffikat:

9'7.3.1. Serlifikasi ulang dapt dilakukan g0 hari sebelum masa berlaku hrakhir,

9.7.3.2. $ertfikasi ulang, makslmat ditakukan g0 had setetdh masa bedaku t emkhir.

9.8. PenggunaanSertillkat

9.8.{. Masa berfaku sertifikat adahh 5 tahun.

9.8.2. sertifikat hanya berlaku pada ruang tingkup sertifikasiyang diberikan.

9.8.3. Serlifikatkompetensidapatdrperpanjang mengikut proseduryang berlakr diLSpABL

9.8.4. Pengakuan kompetensi terkini ( Remgnition of Cunent Competence ) bagi pemegang sertifikat yang

senaRtlasa menunJukan t<iinerfa sesuai skema seffikasi sebanyak minimat 2000 jam openasi ebktif
selama masa berlaku sertr'fikat

g'8.5. Mefode asssmen untuk p€ngakuan kompetensi terkini menggunakan portofotro atru metode ;ainnya

yang disetuJui oteh LSp ABf.

9.9. Banding

9.9.1. Banding atau keberatan disampaikan fangsung oteh peserta secara fisan kepada pihak yang fert<ait

dalam ploses sertifikasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan ketika proses sertifikasi

bedangsung afau setefafi nya dan banding dapef disetesaikan.

9'9'2. Jika banding tidak dapat diselesaikan, maka banding dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua

LSP ABI.

9.9.3. Evaluasi administrasi dilakukan te*radap banding yang diterima secara tertulis dari peserta baik secara

individual maupun f<efembagaan.

9.9.4. Rekomendasi terhadap banding yang telah memenuhi persyaratan diteruskan kepada Ketua LSp ABl.

9.9.5. Rekomendasi dikaji oteh ketua LSP ABf dan diranggapi dengen disposisi, untuk dlsampakan kepada

pihak terkait secara intemal, dan jika dianggap telah sesuai dengan bukti-buKi yang tertelusuri dapat

diteruskan untuk diputuskan datam rapat pfeno.

9'9.6. Keputusan pfeno dituangkan datam berita acara, dan disampaikan kepada p€serta.
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